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Abstrak 
 
Keadaan tenaga kerja yang berdesak-desakkan menyebabkan upah tenaga kerja di Indonesia 
ini sangat kecil sekali (dibawah minimum), yang sebenarnya tidak pantas lagi disebut upah, 
sebab jumlah yang diterima terkadang hanya cukup untuk sebulan, bahkan itu mungkin 
kurang. Berbagai peraturan tentang upah minimum telah ditetapkan oleh pemerintah, namun 
keputusan itu tinggal keputusan belaka, huruf mati diatas kertas. Karena dengan upah yang 
minimum pun orang selalu berebut untuk diterima bekerja di perusahaan Pt Tamanaco. 
Masalah yang diangkat dalam pembahasan ini adalah Bagaimana deskripsi penetapan dan 
pemberlakuan upah minimum kepada karyawan di PT. Tamanaco Desa Taman Kecamatan 
Taman Kabupaten Sidoarjo. Bagimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah 
minimum kepada karyawan di PT .Tamanaco Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten 
Sidoarjo. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan diantaranya bahwa menurut analiaia 
Hukum Positif dan Hukum Islam penetepan upah minimum tersebut, yang diberlakukan bagi 
karyawan di PT Tamanaco Desa Taman Kacamatan Taman Kabupatan Sidoarjo masih 
terdapat penyimpangan khususnya dalam kasepekatan karja yang tidak dituangkan dalam 
bentuk perjanjian kerja antara Pimpinan perusahaan dan karyawan. Namun dari segi 
palaksanaan pemberian upah minimumnya, tidak terdapat penyimpangan dari aturan-aturan 
atau norma-norma Hukum Islam karena telah memenuhi persyaratan. 
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